ABSTRAK

Endang Isak (2249050005) 2026 Disparitas Putusan Isbath Nikah di
Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Putusan
Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Chd).

Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya benturan norma antara kepastian
hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal
perkawinan dengan keadilan substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
terkait keabsahan isbat nikah. Hal ini memicu disparitas produk hukum di
Pengadilan Agama Cibadak, di mana dua perkara permohonan isbat nikah dengan
fakta materiel yang serupa yakni pihak istri sama-sama berusia 17 tahun saat
melangsungkan nikah siri tanpa dispensasi kawin mendapat amar penetapan yang
saling bertolak belakang.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis fakta hukum; 2) landasan
hukum; 3) dan metode penemuan hukum (rechtsvinding) hakim dalam Penetapan
Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd (permohonan ditolak) dan Penetapan Nomor
231/Pdt.P/2025/PA.Chd (permohonan dikabulkan).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada Teori Antinomi
Hukum (Gustav Radbruch), Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), serta
pendekatan Maqgashid asy-Syari‘ah sebagai pisau analisis utama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta arsip resmi Pengadilan Agama
Cibadak. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan
metode analisis isi (content analysis) dengan kerangka penalaran silogisme deduktif
secara komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan tiga temuan utama. 1) Titik episentrum
disparitas fakta hukum terletak pada perbedaan titik waktu (tempus) penilaian
kedewasaan. Penetapan 102 menilai syarat usia secara retroaktif pada saat akad,
sedangkan Penetapan 231 menilainya berdasarkan kondisi terkini (current state)
saat persidangan di mana pemohon telah dewasa. 2) Landasan hukum pada
Penetapan 102 bertumpu teguh pada positivisme hukum yang ketat (Pasal 7 UU
Nomor 16 Tahun 2019), sementara Penetapan 231 memadukan hukum positif dan
doktrin fikih Klasik (Kitab Tuhfah) secara eklektik. 3) Metode penemuan hukum
pada Penetapan 102 didominasi oleh interpretasi gramatikal dan sistematis yang
memosisikan hakim sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi) guna
mencegah penyelundupan hukum. Sebaliknya, hakim pada Penetapan 231
menggunakan interpretasi teleologis dan sosiologis berlandaskan Magashid asy-
Syari‘ah (khususnya Hifdz an-Nasl), dengan bertindak sebagai agen rekayasa sosial
(social engineer) guna mewujudkan keadilan restoratif administratif bagi status
nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Disparitas Penetapan, Isbat Nikah, Perkawinan di Bawah Umur,
Penemuan Hukum, Magashid asy-Syari‘ah.



ABSTRACT

Endang Isak (2249050005) 2026 Disparities in Rulings on Underage
Marriage Ratification (Analysis of Ruling Number 102/Pdt.P/2024/PA.Chd and
Ruling Number 231/Pdt.P/2025/PA.Chd).

This thesis is motivated by a conflict of norms between legal certainty in
Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age of marriage and substantive
justice in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the validity of marriage
legalization (isbat nikah). This conflict triggers a disparity of legal products at the
Cibadak Religious Court, where two isbat nikah applications with similar material
facts namely, both wives were 17 years old when conducting an unregistered
marriage (nikah siri) without a marriage dispensation received contradictory
rulings.

This study aims to: 1) analyze the legal facts; 2) the legal bases; 3) and the
methods of legal discovery (rechtsvinding) of the judges in Stipulation Number
102/Pdt.P/2024/PA.Cbd  (application rejected) and Stipulation Number
231/Pdt.P/2025/PA.Chd (application granted).

The theoretical framework of this research relies on the Theory of Legal
Antinomy (Gustav Radbruch), the Theory of Progressive Law (Satjipto Rahardjo),
and the Magashid asy-Syari'ah approach as the primary analytical tools.

This type of research is normative legal research (library research) using a
statute approach and a case approach. Legal materials were collected through
library research on legislation, figh literature, and official archives of the Cibadak
Religious Court. These legal materials were then processed and analyzed using the
content analysis method within a comparative deductive syllogism reasoning
framework.

The results of the study conclude three main findings. 1) The epicenter of
the disparity in legal facts lies in the difference in the timeframe (tempus) for
assessing maturity. Stipulation 102 assesses the age requirement retroactively at
the time of the marriage contract (akad), while Stipulation 231 assesses it based on
the current state during the trial when the applicant has reached adulthood. 2) The
legal basis in Stipulation 102 relies firmly on strict legal positivism (Article 7 of
Law Number 16 of 2019), whereas Stipulation 231 eclectically blends positive law
and classical figh doctrine (Kitab Tuhfah). 3) The method of legal discovery in
Stipulation 102 is dominated by grammatical and systematic interpretation,
positioning the judge as the mouthpiece of the law (la bouche de la loi) to prevent
legal smuggling. Conversely, the judge in Stipulation 231 employs teleological and
sociological interpretation based on Magashid asy-Syari‘ah (specifically Hifdz an-
Nasl), acting as a social engineer to realize administrative restorative justice for
the lineage status (hasab) of the children born from the marriage.

Keywords: Disparity of Stipulations, Marriage Legalization (Isbat Nikah),
Underage Marriage, Legal Discovery, Magashid asy-Syari'ah.
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